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Baru Kali Ini Ada Jatah Fee untuk Wali Kota

Kesaksian dalam
Sidang Kasus Suap

JOGJA, Radar Jogja - Wali Kota
Jogja Haryadi Suyuti (HS) kem-
bali disebut akan menerima fee
terkait proyek yang dikerjakan
Dinas Pekerjaan Umum Peru-
mahan dan Kawasan Permukiman
(PUPKP) Kota Jogja. Itu berdasar-
kan kesaksian Kepala Bidang
Sumber Daya Air Dinas PUPKP
KotaJogja Aki Lukman Noor Hakim.

Aki giliran menjadi saksi dalam
sidang lanjutan OTT KPK kasus
suap rehabilitasi SAH Jalan
Soepomo di Pengadilan Negeri
Tipikor dan Hubungan Industrial
Jogjakarta, kemarin (12/2).
Dalam kesaksiannya Aki meng-
akui, baru kali ini pula HS men-
dapatjatah. "Baru kaliini seperti
itu (Wali Kota dimintakan fee).
Tahun 2018 tidak ada alokasi
seperti itu,” jawabnya saat di-
tanya jaksa penuntut umum
(JPU) dari KPK.

Dalam persidangan ditunjukkan
bukti berupa catatan Ak terkait
target besaran fee yang dicapai
2019 akan dialokasikan kepada
beberapa pihak Dalam catatan
Ald yang ditunjukkan di layar
proyektor tertulis alokasi Rp 150
jutauntukinisial H, lalu inisial A
sebesar Rp 20 juta, inisial D Rp
20 juta, dan inisial T Rp 10 juta.
Serta ada tambahan sebesar Rp
20 juta untuk Kejaksaan Negeri.

Saatditanya oleh JPUKPK untuk
apauangtersebut, dia mengatakan
untuk diberikan kepada Wali
Kota Jogja, Haryadi Suyuti. Dia

JADI SAKSI:
Kepala Bidang
SDA DPUPKP
Kota Jogja Aki
Lukman Nur
Hakim saat
memberikan
kesaksian dalam
sidang lanjutan di
PN Tipikor dan HI,
kemarin (12/2).

mengakui para Kabid di Dinas
PUPKP Kota Jogja kerap diminta
oleh Kepala Dinas untukmengum-
pulkan sejumlah uang dari para
penyedia jasa pemenang proyek
di bidangnya masing-masing.
"Baru di proyek Anna (Gabriella
Yuan Anna Kusuma) ada pem-
bicaraan memintakan fee 0.5
persen untuk Wali Kota,” katanya.

Aki mengaku, sejak 2016 hingga
2018 menerima fee dari rekanan
penyedia jasa yang kemudian
diberikan kepada pihak-pihak
terkait. Selama 2016 telah me-
nyimpan fee sebesar Rp 150

juta. Kemudian, fee dari rekanan
yang terkumpul Rp 130 juta
berasal dari 2017-2018. Besaran
feeitujuga darirekanannya yang
dibawa penyidik KPK dari rumah
pribadinya Agustus 2019 lalu.

Sementara, JPU KPK, Wawan
Yunarwanto mengatakan terkait
uang terima kasih ini sebenarnya
sudah disebutkan dalam sidang-
sidang sebelumnya. Menurut
dia, para Kabid diberikan beban
olehkepala dinas untuk menerima
semacam ucapan terimakasih
dari rekan-rekanan yang men-
dapatkan pekerjaan.

KPK sebelumnya juga telah
menyita sebagian uangyang di-
bawa Aki sebesar Rp 130 juta.
umlah ini diluaruang dari Anna
pada kasus SAH Soepomo, sebab
meskipun juga dimintai fee, Anna
belum sempat memberikannya
karena sudah tersandung OTT.
"Ada permintaan 0,5 persen untuk
Wali Kota tapi Anna belum kasih.
(Proyek) Soepomo belum ada
aliran ini,’ ujarnya. (wia/pra/by)
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